
Hukum 

 

Pengertian Hukum 

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut 

suatu negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memegang peranan penting dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai negara hukum, kekuasaan negara dijalankan 

berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum adalah peraturan atau adat 

yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. 

Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang 

mengikat masyarakat. 

J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum ialah peraturan yang bersifat 

memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat 

oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat 

diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.  

Hukum juga dapat merujuk pada cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari 

peraturan-peraturan tersebut, serta lembaga-lembaga yang bertugas untuk menghasilkan dan 

menegakkan hukum. Hukum berfungsi untuk memelihara keadilan dan kepastian hukum dalam 

masyarakat, serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negara. 

Ruang Lingkup Hukum 

Ruang lingkup hukum mencakup berbagai bidang kehidupan yang membutuhkan 

pengaturan untuk menjaga ketertiban sosial, menjamin keadilan, dan melindungi hak asasi 

manusia. Berikut adalah beberapa contoh ruang lingkup hukum: 

1. Hukum Pidana: mengatur tentang tindak pidana, sanksi pidana, dan proses hukum 

terkait dengan pelanggaran hukum pidana. 

2. Hukum Perdata: mengatur tentang hubungan antara individu atau badan hukum, 

seperti hak milik, kontrak, dan ganti rugi. 

3. Hukum Tata Negara: mengatur tentang struktur negara, kewenangan lembaga-

lembaga negara, dan hak-hak dan kewajiban warga negara. 



4. Hukum Lingkungan: mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup dan 

pengelolaan sumber daya alam. 

5. Hukum Kontrak: mengatur tentang pembuatan, pelaksanaan, dan pemutusan 

kontrak. 

6. Hukum Ketenagakerjaan: mengatur tentang hubungan kerja antara pekerja dan 

pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, dan perlindungan tenaga kerja. 

7. Hukum Perdagangan: mengatur tentang perdagangan dalam negeri dan luar negeri, 

termasuk aspek hukum dalam bisnis internasional. 

Ruang lingkup hukum yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman 

dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami ruang 

lingkup hukum agar dapat menghindari pelanggaran hukum dan memperjuangkan hak-hak 

mereka. 

Regulasi 

Pengertian Regulasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi adalah tata cara atau peraturan yang 

mengatur suatu hal dengan cermat dan rinci. 

Menurut Kyla Malcolmregulasi adalah ruang lingkup yang fokus kepada proses 

pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Maka Regulasi adalah aturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang 

atau badan hukum tertentu yang mengatur tata cara atau prosedur dalam pelaksanaan suatu 

kegiatan atau sistem. Regulasi dapat berbentuk peraturan pemerintah, peraturan daerah, 

keputusan menteri, perjanjian internasional, dan lain sebagainya.  

Tujuan utama dari regulasi adalah untuk mengatur dan memastikan pelaksanaan suatu 

kegiatan atau sistem sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dan untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran atau penyalahgunaan. Regulasi juga dapat berperan dalam memperkuat tata kelola 

suatu bidang atau sektor tertentu. 



Ruang Lingkup 

Ruang lingkup regulasi mencakup berbagai kebijakan, aturan, dan standar yang 

ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk mengatur dan mengawasi perilaku dan 

kegiatan dalam suatu bidang. Berikut adalah beberapa contoh ruang lingkup regulasi: 

1. Regulasi Keuangan: mengatur tentang sistem keuangan, seperti perbankan, 

pasar modal, dan asuransi. 

2. Regulasi Lingkungan: mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam dan 

perlindungan lingkungan hidup. 

3. Regulasi Energi: mengatur tentang produksi, distribusi, dan penggunaan energi. 

4. Regulasi Pangan dan Obat-obatan: mengatur tentang keselamatan pangan dan 

penggunaan obat-obatan. 

5. Regulasi Transportasi: mengatur tentang penggunaan jalan raya, transportasi 

udara, dan laut. 

6. Regulasi Telekomunikasi dan Multimedia: mengatur tentang penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Tujuan utama dari regulasi adalah untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, 

melindungi hak-hak konsumen, mengatur pasar, dan menjaga persaingan yang sehat dalam 

suatu industri. Regulasi juga membantu menciptakan lingkungan yang stabil bagi bisnis dan 

investor. 

Kaitan Hukum dan Regulasi 

Hukum dan regulasi memiliki keterkaitan yang erat di Indonesia, karena regulasi 

sendiri merupakan bagian dari hukum yang memiliki fungsi untuk mengatur, mengendalikan, 

dan membentuk tata tertib dalam suatu bidang tertentu. Keterkaitan antara hukum dan regulasi 

dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti: 

A. Regulasi merupakan implementasi dari hukum yang telah dibuat.  

Regulasi merupakan implementasi dari hukum yang telah dibuat. Dalam hal ini, 

regulasi dibuat untuk memperjelas dan mengatur lebih rinci pelaksanaan hukum yang telah 

ada. Artinya, hukum sebagai aturan dasar harus diimplementasikan melalui regulasi agar dapat 

diterapkan secara lebih spesifik dalam bidang-bidang tertentu. 



Contohnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

merupakan hukum yang mengatur tentang struktur, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah 

di Indonesia. Namun, untuk memperjelas pelaksanaannya, dibuatlah regulasi-regulasi turunan 

seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur 

tentang detail implementasi dari Undang-Undang tersebut dalam tingkat lokal. 

Dengan adanya regulasi yang terkait dengan hukum, maka pelaksanaan hukum dapat 

dilakukan secara lebih konkret dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini 

juga dapat mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda-beda dari hukum yang sama, serta 

menjaga kepastian hukum bagi masyarakat dan pengusaha. 

B. Hukum dapat menjadi landasan bagi pembuatan regulasi.  

Hukum dan regulasi saling mempengaruhi dalam menciptakan tata kelola yang baik 

dan berkeadilan di Indonesia. Dalam hal ini, hukum dan regulasi harus saling mendukung dan 

melengkapi satu sama lain dalam rangka menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien bagi 

masyarakat. 

Contohnya, hukum di Indonesia yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa 

pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dapat diimplementasikan 

melalui regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah yang melengkapi dan memperjelas pelaksanaan Undang-Undang 

tersebut. 

Dalam hal ini, hukum dan regulasi harus saling mendukung dan saling melengkapi agar 

tercipta tata kelola yang baik dan berkeadilan di Indonesia. Hal ini juga dapat mendorong 

terciptanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan 

masyarakat secara luas. 

Dengan adanya hubungan yang saling mendukung antara hukum dan regulasi, maka 

tata kelola di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya untuk 

mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. 

C. Regulasi dapat menjadi sumber hukum baru.  

Regulasi dapat menjadi sumber hukum baru. Dalam hal ini, regulasi dapat menjadi 

dasar atau sumber bagi pembuatan hukum baru dalam bidang tertentu. Artinya, regulasi tidak 



hanya diimplementasikan untuk melaksanakan hukum yang telah ada, tetapi juga dapat 

menjadi sumber aturan baru bagi bidang-bidang tertentu. 

Contohnya, regulasi dalam bidang lingkungan hidup seperti Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dapat menjadi dasar bagi pembuatan hukum 

baru seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, regulasi yang dibuat memiliki 

peran penting dalam memperkaya atau mengembangkan aturan hukum yang ada, terutama 

dalam bidang-bidang yang berkembang dan memerlukan aturan yang lebih spesifik. 

Regulasi yang dapat menjadi sumber hukum baru harus memenuhi beberapa 

persyaratan, seperti sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dibuat 

dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas, serta dapat 

diimplementasikan secara praktis dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan adanya regulasi yang dapat menjadi sumber hukum baru, maka pembuatan 

hukum dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan di lapangan. Hal ini juga dapat mendorong terciptanya peraturan hukum yang lebih 

responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. 

Kaitan Hukum dan Regulasi di bidang ICT di 

Indonesia 

Hukum dan regulasi dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna layanan 

ICT di Indonesia. Contohnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) memberikan perlindungan bagi pengguna layanan ICT seperti e-

commerce, media sosial, dan platform digital lainnya, serta memberikan sanksi bagi pelaku 

tindakan yang merugikan pengguna layanan ICT. 

Regulasi dalam bidang ICT seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dapat 

menjadi dasar bagi pembuatan hukum baru seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. 

Dalam hal ini, regulasi yang dibuat memiliki peran penting dalam mengembangkan aturan 

hukum yang lebih spesifik dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. 

Ketika kita berbicara mengenai keamanan siber di Indonesia, maka hukum dan regulasi 

yang terkait akan sangat penting dalam menciptakan tata kelola yang baik dan berkeadilan di 

bidang ICT. Berikut adalah beberapa contoh terkait hal tersebut: 



 

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) - UU ITE memiliki 

peran penting dalam menjaga keamanan siber di Indonesia, terutama dalam mengatur dan 

memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana siber seperti cyberbullying, penyebaran konten 

pornografi, dan hacking. 

Peraturan KOMINFO Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam 

Sistem Elektronik - Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban pihak-pihak yang mengelola 

data pribadi dalam sistem elektronik untuk melindungi data tersebut dari akses yang tidak sah 

dan penyebaran informasi yang tidak diinginkan. 

Dalam tersebut, terlihat jelas bahwa hukum dan regulasi memiliki peran penting dalam 

menciptakan tata kelola yang baik dan berkeadilan dalam bidang ICT di Indonesia, terutama 

dalam menjaga keamanan siber. Melalui regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan 

dapat mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang bertanggung jawab 

serta mencegah terjadinya tindak kejahatan siber. 

 

Beberapa subbab mengenai hukum dan regulasi ICT di 

Indonesia: 

1. Cyberlaw: Hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi, seperti hukum tentang keamanan informasi, perlindungan data 

pribadi, dan kejahatan cyber. 

2. Hak Kekayaan Intelektual: Hukum yang melindungi hak-hak kekayaan 

intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. 

3. Regulasi Telekomunikasi dan Multimedia: Hukum dan regulasi yang mengatur 

penggunaan teknologi telekomunikasi dan multimedia, seperti aturan tentang 

penggunaan frekuensi radio, layanan internet, dan penyiaran. 

4. E-commerce: Hukum dan regulasi yang berkaitan dengan perdagangan 

elektronik, seperti perlindungan konsumen, penggunaan tanda tangan digital, 

dan pembayaran elektronik. 

5. Privasi dan Keamanan Data: Hukum yang melindungi data pribadi dan 

informasi sensitif dari penyalahgunaan dan pencurian, seperti undang-undang 

tentang perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. 



6. Kontrak Elektronik: Hukum yang mengatur tentang pembuatan dan 

pelaksanaan kontrak yang dibuat secara elektronik, seperti aturan tentang tanda 

tangan digital dan bukti elektronik. 

7. Penegakan Hukum: Hukum dan prosedur yang digunakan untuk menangani 

pelanggaran hukum dalam teknologi informasi dan komunikasi, seperti 

penegakan hukum terhadap kejahatan cyber. 

Semua subbab di atas sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa teknik 

informatika agar dapat memahami dan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku dalam 

bidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. 


